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Government held Operation Yustisi, so the public could be more aware of the importance of
keeping distance to prevent spread of COVID-19 which was increasingly widespread. This
study describe the effectiveness of the Yustisi Operation to public in order to increase public
awareness, suppress spread of the COVID-19 outbreak in Sidoarjo. This study uses descriptive
qualitative approach. Using Indicators of success of public policy implementation are seen
from four factors as stated in the policy implementation model from Edward III. At the time of
the Justisi operation, the officers are expected to able convey in a professional manner and
run public services to have good communication. Obstacle in the Justisi Operation that was
conveyed was that the community had not obeyed the rules and ignore health protocols
because it was necessary to carry mask surgery and medical protocol operation regularly as
often as possible.
Keywords: Covid-19; Health protocol; Yustisi operation; Public Policy; Policy implementation
Abstrak
Pemerintah mengadakan Operasi Yustisi agar masyarakat dapat lebih sadar akan
pentingnya memakai masker hingga menjaga jarak dalam rangka menghentikan penularan
COVID-19 dari waktu ke watu terus menyebar ke banyak wilayah. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan keefektifan Operasi Yustisi Masker kepada masyarakat dalam Rangka
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Menekan Penyebaran Wabah COVID-19 di
Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memakai metode pendekatan deksriptif kualitatif dengan
memakai teori Indikator keberhasilan penerapan kebijakan publik tersebut dipandang dari
empat faktor sebagaimana dijelaskan dalam model penerapan kebijakan dari Edward III.
pada saat oprasional yustisi diharapkan petugas dapat menyampaikan apa yang harus
disampaikan dengan baik secara professional dan menjalankan pelayanan publik untuk
memiliki komunikasi yang baik. Hambatan dalam Operasi Yustisi yang disampaikan adalah
masyarakat yang belum taat terhadap aturan dan belum melaksanakan protokol kesehatan
karena itu diperlukan dilakukannya operasi masker dan operasi protokol kesehatan secara
berkala atau sesering mungkin.
Keywords: Covid-19; Operasi Yustisi, Implementasi Kebijakan; Kebijakan Publik; protokol
kesehatan
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PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 adalah sebuah virus yang kemudia masyarakat luas mengenalnya
dengan nama Virus Corona. Virus tersebut dapat dikatakan sangat berbahaya karena
dapat memberikan penyakit bagi manusia, unggas maupun mamalia. Virus corona ini
mampu berkembang secara cepat dan bersarang di dalam tubuh manusia serta
menggerogoti kesehatan manusia yang dapat berujung kepada kematian. Dikarenakan
virus corona yang sangat mudah menular dengan amat cepat inilah, kemudian virus corona
ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, tepatnya tanggal 11 Maret 2020. Penularan wabah
COVID-19 yang sedemikian cepat, bahkan wabah ini menjangkiti seluruh masyarakat dunia
inilah, kemudian wabah ini ditetapkan sebagai pandemi atau epidemi global.
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang mempunyai tingkat
penyebaran dengan cepat serta resiko kematian yang cukup tinggi. Susilo sebagaimana
yang dikutip oleh Muhyiddin (2020) berpendapat bahwa COVID-19 merupakan
permasalahan di bidang kesehatan yang saat ini sedang menimpa banyak negara di dunia,
hal yang sama juga terjadi di Indonesia Pada akhir Desember 2019 World Health
Organization (WHO) yang dikutip oleh Baidowi (2020) menyatakan COVID-19 merupakan
epidemi karena menyebar diseluruh dunia melampaui batas. Kemudian semakin hari
penyebaran virus tersebut semakin meningkat, sehingga pada 12 Maret 2020 WHO
mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi. Pandemi adalah epidemi penyakit
yang memiliki penyebaran dengan lingkup luas di beberapa negara belahan dunia yang
dapat mempengaruhi sebagian besar manusia (Centers for Disease Control and Prevention,
2003 yang dikutip oleh Handayani, 2020). Pramesti & Laksana (2020) berpendapat bahwa
kesehatan merupakan hak yang dijamin secara dijamin keberlangsungannya oleh negara,
sehingga jaminan kesehatn masyarakat dijadikan prioritas penting yang dijaga oleh negara.
Pernyataan bahwa COVID-19 diumumkan menjadi pandemi secara grobal adalah tanda
bahwa pandemi tersebut harus dijadikan sebagai fokus membuat kebijakan penjaminan
dan pengendalian kesehatan dibandingkan dengan kebijakan yang lainnya (Tim Penulis
Pemerintah Jawa Timur dikutip oleh Ulya, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia
menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan ditandatanganinya Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran
COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia pada 13 April 2020. Keputusan ini diambil oleh
presiden karena jumlah angka positif di Indonesia semakin meningkat serta penyebaran
COVID-19 namun juga berdampak pada bidang lainnya seperti bidang ekonomi, bidang
pariwisata, bidang pendidikan, dan lain-lain.
Pandemi COVID-19 belum bisa dikatakan berakhir. Penularan Corona Virus Desease (COVID-
19) di Indonesia justru semakin merajalela, di mana setiap hari selalu ditemukannya kasus-
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kasus baru virus corona serta korban meninggal dunia akibat covid 19. Pemerintah Indonesia
berusaha untuk menciptakan berbagai macam kebijakan yang dapat membantu
menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Mulai dari mengeluarkan kebijakan yang
bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Melalui kebijakan PSBB ini, masyarakat
diharuskan untuk melakukan pembatasan terhadap segala aktivitas yang menyangkut
aktivitas diluar rumah. Aturan PSBB ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)
No.9 Tahun 2020 dan dimaksudkan untuk menekan laju penularan dan tersebarnya COVID-
19. Beberapa jenis aktifitas masyarakat yang ditertibkan dalam rangka menanggulangi
penularan COVID-19 adalah seperti: aktifitas pendidikan baik itu di sekolah ataupun di
kampus diliburkan, para pekerja diharuskan untuk bekerja dari rumah, berbagai macam
aktifitas dan acara seremonial keagamaan seperti pengajian umum, rutinan doa bersama
dan sebagainya, berbagai aktifitas acara umum diberhentikan, semua kegiatan sosial, seni,
budaya diberhentikan sementara, aktifitas transportasi juga ditiadakan, kegiatan-kegiatan
yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan juga diberhentikan. Membatasi atau
bahkan menghentikan segala bentuk aktifitas dan kegiatan masyarakat yang mengundang
kerumunan tersebut, sesungguhnya cukup efektif dan efisien. Namun sayangnya, kebijakan
ini menyebabkan lumpuhnya ekonomi masyarakat, sehingga mendorong untuk tidak dapat
diteruskannya kebijakan tersebut. Betapapun alasannya, ternyata ekonomi masyarakat
harus tetap berjalan dan berputar, karena ekonomi juga sangat vital perannya dalam
kehidupan seseorang. Masyarakat untuk dapat makan, minum dan memenuhi kebutuhan
biologisnya tersebut harus tetap mencari nafkah, karena tentunya tidak mungkin pemerintah
secara terus menerus dalam waktu yang panjang memberikan bantuan sosial bagi
masyarakat yang terpapar virus corona ini.
Dalam (Muhyiddin, 2021), persisnya tanggal 28 Mei 2020, Pemerintah Pusat telah
mengambilkan kebijakan bahwa Indonesia tengah menuju masa kenormalan baru atau era
new normal. Artinya, sejak tanggal itu masyarakat Indonesia diminta pemerintah untuk
dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Masa new normal memiliki tatanan hidup di
mana masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk melakukan aktifitas-aktifitas sebagaimana
bisanya namun hanya untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang penting sifatnya dan harus
menerapkan protokol kesehatan. Artinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat
Indonesiaharus melakukan adaptasi dengan tatanan hidup yang baru. Yakni sebuah
tatanan hidup yang harus waspada dengan COVID 19 dan menjaga diri agar tidak ikut
tertular dan terpapar COVID-19. dengan tetap memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak
tertular COVID-19.
Akan tetapi, sejak awal diberlakukannya kebijakan new normal, masyarakat seolah
nampak salah dalam memahami istilah new normal tersebut. Era new normal tidak dipahami
masyarakat bahwa kita harus beradaptasi dengan kondisi yang baru, yakni beraktifitas
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sehari-hari seperti biasa dengan tetap menjaga kesehatan dari COVID-19 dengan cara
menerapkan protocol kesehatan Masyarakat. Namun new normal dipahami bahwa
masyarakat Indonesia sudah bebas dan merdeka dari COVID-19. Hal ini sangat ironis karena
realitanya Indonesia masih jauh merdeka dan bebas COVID-19, bahkan hingga sekarang ini.
Karena itula, mudah kita temui masyarakat di sekitar kita yang melakukan aktifitas
kesehariannya secara bebas dan dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan.
Masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengahadapi COVID-19 seharusnya dapat
peduli dan sadar akan bahayanya COVID-19. Sebab, mungkin saja di antara kita terdapat
orang yang sesungguhnya terpapar virus namun tanpa gejala, sehingga malah
menyebarkan COVID-19 kepada keluarga, kolega, tetangga, atau siapa saja yang
bersinggungan dengan kita, dengan tanpa sengaja. Oleh karena itu, agar kembali
meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol
kesehatan serta meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahayanya penyebaran
COVID-19, untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakanlah operasi pendisiplinan
masyarakat atau yang disebut dengan operasi yustisi.
Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji atau studi tentang Implementasi
Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo.
KAJIAN LITERATUR
Kebijakan Publik
Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip oleh (Elwan, L.O.M, 2011:15).
“public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai
“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya
mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye,
merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan
keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020).
Sesuai dengan tujuan dan judul yang ditetapkan, fokus dalam penelitian ini yaitu
“Implementasi Kebijakan Publik” di Kabupaten Sidoarjo. Penerapan Kebijakan Publik
didefiniskan sebagai sebuah implementasi kebijakan Publik secara nyata. Dalam
pandangan Dye, kebijakan publik diartikan sebagai sebuah ketentuan yang dipilih atau
diambil dan diputuskan oleh pemerintah dalam boleh atau tidaknya mengerjakan sesuatu.
(Dye,1987) dalam (Saraswaty, 2018)
Seirama mengenai hal yang telah dijelaskan di atas Dye pada Widodo (2008) menjelaskan
bahwasannya terdapat tiga elemen pada sebuah sistem yakni (a) pemangku kepentingan
(stakeholders) kebijakan, (b) Pelaku atau orang yang melakukan kebijakan (policy contents),
dan (c) lingkungan kebijakan (policy environment). Merujuk pada teori itu, maka dapat
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dikatakan bahwasannya kebijakan merupakan sebuah ketentuan yang dikonstruksi oleh
pemerintah yang memiliki maksud dan tujuan tertentu dan kebijakan tersebut
diimplentasikan oleh para pelaku kebijakan dalam menyelesaikan atau menguraikan
problematika yang muncul di lingkungannya.
(Anggara, 2014). Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) dikutip
(Ramdhani & Ramdhani, 2017) menjelaskan mengenai definisi dari kebijakan publik, yaitu:
a) Kebijakan negara di mana bentuk asalnya berwujud ketetapan sikap dan tindakan
pemerintah.
b) Kebijakan negara tidak bisa hanya berwujud pernyataan, namun wajib
diimplementasikan dalam sikap dan tindakan yang nyata.
c) Kebijakan negara, baik yang mewajibkan, membolehkan, atau melarang dalam
mengerjakan sesuaatu hal harus merujuk pada landasan tujuan dan maksud tertentu.
d) Kebijakan negara yang diputuskan, diharuskan supaya selalu memenuhi dan
mengakomodasi kepentingan dan keperluan semua warga masyarakat.
Dalam pandangan Merilee S. Grindle dalam (Priambodo & Rostyaningsih, 2013), ada 3 unsur
di mana unsur tersebut masuk dalam Konteks Kebijakan. Unsur-unsur tersebut yaitu:
a) Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Karakteristik lembaga dan penguasa memiliki kaitan dengan tugas pokok, fungsi,
posisi lembaga, sumber daya ( resources) lembaga serta peran lembaga tersebut
dalam memecahkan segala bentuk problematika yang muncul.
b) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor
Masing-masing aktor mempunyau kepentingan atau kecenderungan, bahkan
banyak aktor yang menggunakan kekuasaannya untuk mencapai kecenderungan
dan tujuannya melalui sejumlah strateginya. Karena itu, pemahaman mengenai
kekuasaan, kecenderungan, tujuan, dan strategi yang dipakai aktor menjadi penting
untuk mengetahui pengaruh aktor dalam mencapai berhasil atau tidaknya sebuah
implementasi kebijakan.
c) Kepatuhan dan Daya Tanggap
Dalam konteks ini erat sekali kaitannya dengan sikap patuh serta sikap responsif
implementor dalam memenuhi keperluan warga masyarakat. Sejumlah kegiatan dan
aktifitas implementor dapat dinilai, apakah sudah mematuhi intruksi dan arahan
dalam kebijakan atau masih perlu diperbaiki.
Operasi yustisi protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik karena
merupakan ketetapan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yang
dimaksudkan untuk untuk mencegah dan menekan penyebaran wabah COVID-19 di
Indonesia. Program ini dipilih untuk membantu memecahkan fenomena tingginya tingkat
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kasus COVID-19 di Indonesia dan utamanya untuk melindungi seluruh masyarakat dari
bahaya virus corona.
Selanjutnya dalam tahapan kebijakan publik terdapat beberapa etape. Dalam hal ini, Dunn
(2003) dikutip (Saraswaty, 2018) menjelaskan bahwasannya terdapat setidaknya ada lima
tahapan dalam proses kebijakan publik, yakni:
a) Penyusunan agenda, yakni proses untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat
dalam agenda pemerintahan. Pejabat-pejabat yang resmi terpilih meletakkan dan
memposisikan masalah menjadi agenda publik. Pada mulanya, berbagai masalah yang
ada diseleksi secara kompetitif untuk bisa menjadi agenda kebijakan.Akhirnya masalah-
masalah yang terpilih melalui seleksi yang ketat tersebut tergolong menjadi agenda
kebijakanbagi para perumus kebijakan.
b) Formulasi kebijakan, pada tahap ini maksudnya adalah tahap di mana dilakukannya
seleksi wacana untuk memperoleh konsep atau formula penyelesaian masalah yang terbaik.
Solusi problematika tersebut diambil dari alternatif- alternatif yang ditawarkan. Sekali lagi,
gagasan penyelesaian masalah bertarung dalam tahap ini, untuk kemudian dipilih gagasan
yang terbaik yang cocok untuk mengurai masalah.
c) Adopsi kebijakan, dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus
kebijakan, pada tahap ini maksudnya adalah sejumlah alternatif yang ditawarkan dan
diseleksi tersebut pada akhirnya menjadi salah satu alternatif kebijakan yang diadopsi dan
didukung oleh sebagian besar legislatif, kesepakatan di antara direktur lembaga atau
putusan peradilan.
d) Implementasi kebijakan, pada tahap ini maksudnya adalah kebijakan yang sudah
diputuskan kemudian diimplementasikan oleh sejumlah unit administrasi yang menggerakkan
sumberdaya finansial dan manusia.
e) Penilaian kebijakan, Dalam fase ini kebijakan yang sudah diimplementasikan kemudian
dinilai, ditakar, dan diuji dengan menggunakan instrument evaluasi yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan, supaya dapat terlihat dampak atau implikasi dari kebijakan
tersebut.
Implementasi Kebijakan
Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yaitu tahap penyusunan agenda, tahap
formulasi dan legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan,
serta dampak dari kebijakan tersebut (Ripley yang dikutip oleh Taufiqurokhman, 2014). Salah
satu tahapan kebijakan publik adalah pada tahap implementasi kebijakan publik.
Implementasi kebijakan dapat dipahami apabilan dalam melihat implementasi tersebut
dengan menggunakan suatu model implementasi kebijakan. Menurut Jones (1991) dalam La
Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah
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dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam
bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang
mudah (Supriadin et al., 2020)
Dari kelima tahap itu, yang sangat relevan dengan topik pada penelitian ini yaitu tahapan
implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang
telah di buat dan harus dilaksanakan. Menurut menurut Van Meter & Van Horn dikutip
(Lusiana, Santi, & Si, 2018) mengartikan penerapan kebijakan sebagai sikap dan tindakan
yang dilaksanakan oleh sekelompok individu atau sekelompok pejabat atau sekelompok
pemerintah ataupun pihak swasta yang memiliki tujuan untuk mencapai sejumlah tujuan
yang sudah ditentukan pada keputusan kebijaksanaan.
Secara luas, implementasi kebijakan dilihat sebagai alat administrasi hukum bagi para
pelaku, organisasi, prosedur, dan teknik untuk bekerja sama bersama untuk menerapkan
kebijakan di untuk mencapai dampak tertentu atau yang diinginkan tujuan. Lester dan
Stewart di Winarno (2002, h.101 102) dalam (Hardiyanti et al., 2013)”. Sedangkan Mazmanian
dan Sabatier dalam (Hertati, 2017) mengungkapkan bahwasannya penerapan kebijakan
merupakan sebuah putusan dari sejumlah kebijakan dasar, yang kebanyakan berbentuk
undang-undang. Atau perintah penting dari badan peradilan yang lain, keputusan tersebut
terdiri dari masalah yang nantinya akan diidentifikasi dan mengeluarkan tujuan yang rinci
guna mengatur proses implementasi yang akan dijalankan.
Implementasi kebijakan mengarah pada kegiatan dimana menjalankan suatu kebijakan
dalam ruang lingkup yang nyata, yang dimana kebijakan tersebut dijalankan oleh
pemerintah ataupun sejumlah pihak yang ditunjuk pada suatu kebijakan. Dalam penerapan
kebijakan terdapat Implementor kebijakan dimana terdapat pihak di mana legal dikatakan
sebagai Lembaga atau individu yang memiliki tanggung jawab penuh atas implementasi
program di lapangan. Carl J. Federick dalam (Marcelina et al., 2018) menjelaskan
bahwasannya kebijakan merupakan konsep mengenai tindakan atau acara kegiatan yang
ditawarkan oleh individu, sekelompok orang, atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu yang pada lingkungan tersebut terdapat sejumlah hambatan dan kesempatan
dilaksanakannya tawaran kebijaksanaan itu dengan tujuan untuk mencapai maksud dan
harapan tertentu. Van Meter dan Van Horn dalam Syafri dan
Setyoko (2008 : 23 ) dalam (Sembiring, 2011) mengartikan yang disebut sebagai penerapan
kebijakan adalah “tindakan publik dan swasta, individu (atau kelompok) yang diarahkan
pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
Merujuk dari definisi di atas karenanya implementasi kebijakan dilakukan oleh implementor
yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sector swasta ataupun individu dimana sebelumnya
sudah merancang tujuan yang akan dicapai dengan harapan agar pelaksanaan kebijakan
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bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan uraian di atas, penelitian ini kerangka
pemikirannya dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:
Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Hasil penelitian, 2020
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penelitian kualitatif
menurut Creswell (2008) dikutip (Semiawan, 2010) diartikan sebagai suatu penelusuran untuk
menguak dan mengetahui sebuah gejala sentral. Penelitian ini memakai metode kualitatif,
sebab pendekatan ini lebih memperhatikan tahapan serta arti yang memiliki sifat
menggambarkan yang diperoleh dari narasi atau gambar dan memiliki sifat induktif yang
mana peneliti mengkonstruksi abstraksi, konsep, persepsi pokok dan teori dari rincian
(Creswell, 2002:136) dikutip (Sjafari, 2018). Sedangkan, menurut Sugiyono (2007) dikutip
(Prasanti, 2018) metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dipakai untuk
melakukan penelitian pada objek alamiah yang mana peneliti menjadi instrumen kunci,
sementara pengumpulan datanya dilaksanakan secara bersama-sama atau gabungan,
analisis datanya memiliki sifat induktif, serta temuan sebuah penelitian kualitatif lebih
menstresingkan makna ketimbang generalisasi. Sementara dalam konteks penelitian ini,
penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena penelitian ini memiliki tujuan untuk
mendeskripsikan dan mengungkap problematika penelitian.
Karakteristik penelitian kualitatif menurut (Barlian, 2016) antara lain: memahami
makna yang mendasari tingkah laku, objek penelitian disebut situasi sosial, mendeskripsikan
latar / interaksi yang kompleks, ekspolarasi untuk indentifikasi informasi baru, memahami
keadaan terbatas dan sifatnya mendalam, mendeskripsikan fenomena untuk melahirkan
teori, mempersoalkan variabel menurut latar, menghendaki deskripsi / kongklusi kaya konteks,
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pengujian data bersifat cros-seksional/menyilang, sumber data berasal dari informan dan
hipotesis dalam bentuk pertanyaan. Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa paradigma
penelitian kualitatif dipandang cocok dengan apa yang menjadi fokus dan tujuan penelitian
ini.
Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi
dan literature review dengan penelusuran yang diperoleh dari artikel ilmiah, berita, serta
sumber lainnya yang bisa mendorong dan menyemangati penelitian ini. Penelitian ini
dilakukan selama periode bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021 dengan
narasumber :
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapak Puguh kariyanto SH.
2. Ketua penyidikan dan penyelidikan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bapak Sulton
3. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang telah melalui Operasi Yustisi Masker
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan
Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. selanjutnya
ditindaklanjuti terbitnya Peraturan Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020 atas Perubahan
Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 dan kemudian ditidaklanjuti dengan
adanya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup
Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di
Tengah Pandemi.
Operasi yustisi protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo pertama kali dilaksanakan
pada tanggal 14 September 2020. Pelaksanaan operasi yustisi ini dilaksanakan setiap hari,
yakni pukul 09.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Tempat pelaksanaan operasi yustisi ini juga tidak
tetap, berpindah-pindah untuk mencari sasaran lokasi operasi yustisi yaitu suatu daerah atau
desa di mana tingkat kasus COVID-19 nya masih tinggi. Dan untuk melihat daerah atau
wilayah mana yang tinggi dilihat dari posko trisula atau delta trisula. Adapun pelaksana
operasi yustisi protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo adalah Satpol PP, Polresta Sidoarjo,
TNI, Garnisun (Gabungan tentara Angakatan Udara dan Angkatan Laut), Dinas
Perhubungan serta Organisasi Masyarakat seperti Sahabat Polisi.
Dalam (DOWONGI & KIYAI, 2014) penerapan kebijakan publik memiliki indikator
keberhasilan yang dapat dilihat dari faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada model
penerapan kebijakan dari Edward III yaitu : (1) komunikasi, yakni interaksi atau komunikasi di
antara aparatur pemerintahan Kabupaten dengan warga masyarakat; (2) sumberdaya,
yakni adanya pasokan SDM yang bekerja sesuai pekerjaan yang dibagikan; (3) disposisi,
yakni meliputi sikap dari pelaksana-pelaksana atau pegawai; dan (4) struktur birokrasi, yakni
terdapat SOP yang gampang dimengerti, serta struktur organisasi yang ringkas, ramping dan
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tidak kaku atau fleksibel.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Operasi yustisi di Sidoarjo yang dilaksanakan sejak
tanggal 14 September telah menjaring banyak pelanggar. Dilansir dari (sidoarjonews.id,
2020), hingga saat ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo mencatat jumlah warga pelanggar protokol
kesehatan selama tiga pekan terakhir mencapai 1.311 perkara. Adapun denda yang
berhasil dikumpulkan mencapai Rp 155 jutaan. Pembayaran denda ini diyakini oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masuk ke kas negara yang nantinya akan dikelola untuk
kepentingan masyarakat namun yang diutamakan dan diprioritaskan adalah uang hasil
denda ini dilakukan untuk pengelolaan dalam mengatasi kasus COVID-19 di Sidoarjo. Pada
penerapannya, operasi ini dibantu oleh para intansi terkait seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan
Dishub yang tidak hanya berfokus terhadap pengendara motor yang melalaikan protokol
kesehatan tetapi juga para pelaku dan pengunjung usaha kuliner. Operasi yang secara rutin
digelar ini tidak hanya dilaksanakan pada titik-titik tertentu namun hampir seluruh wilayah
Sidoarjo dengan pembagian unit tugas serta personil yang saling berjaga di tempat
keramaian.
Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 10 Oktober 2020 –
4 April 2021 telah tercatat 10787 orang positif, 10144 orang yang dinyatakan sembuh, 606
orang meninggal dan sebanyak 5994 merupakan suspek. Seperti yang diketahui bahwa
Operasi Yustisi dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2020 namun kasus COVID-19 di
Sidoarjo pada tanggal 4 April 2021 sudah mengalami penurunan dibanding yang
sebelumnya termasuk jumlah kematian dari kasus ini.
Berikut dijelaskan temuan dan pembahasannya, berdasarkan indikator penelitian.
Komunikasi (Communication)
Pada operasi yustisi masker Satpol pp kabupaten Sidoarjo, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Puguh Kariyanto SH. Mengatakan bahwa “Jadi, pada saat pelaksanaan operasional yustisi
di TKP diharapkan bagi para petugas pastinya ingin tersampaikan apa yang di sampaikan
kepada masyarakat dengan baik. Dan setiap masyarakat pastinya memiliki sifat yang
berbeda-beda dan cara penyampaiannya yang berbeda-beda sehingga para aparat
petugas harus bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan publik. Semua
masyarakat dan para petugas sebenarnya ingin covid 19 ingin cepat usai, maka dari itu
adanya peraturan new normal untuk mencegah penyebaran covid-19. Peraturan tersebut
sudah diajalankan dan tersampaikan cukup baik”. Bahwa dalam pelaksanaan operasi Yustisi
masker, harapan PPNS adalah penyampaian aparat kepada masyarakat bisa berjalan
dengan rencana yaitu semua masyarakat bisa menggunakan masker disaat keluar rumah
dan menerapkan Protokol Kesehatan dimanapun mereka berada. Seperti tertera pada
Peraturan Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan daerah Provinsi
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Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Pasal 27B, masyarakat harus mengikuti arahan pemerintah
dimana mengikuti protocol kesehatan dan/atau protocol lainnya sesuai dengan bencana
yang dihadapinya. Dari perda tersebut sosialisasi operasi masker yustisi diadakan sanksi
administrative bagi pelanggar yang tidak mematuhi protocol kesehatan antara lain: (a)
Teguran lisan; (b) Teguran tertulis; (c) Peringatan tertulis; (d) Penghentian sementara
kegiatan; (e) Penghentian tetap kegiatan; (f) Pencabutan sementara izin; (g) Pencabutan
tetap izin; (h) Paksaan pemerintahan; (i) Denda administratif; dan/atau (j) Sanksi administratif
tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Sumber Daya (Resource)
Sumber daya merupakan sesuatu yang urgen untuk kegiatan yang dilaksanakan. SDM
berguna bagi suatu proses kegiatan berlangsung dimana akan menjadi actor atau pelaku
suatu kegiatan, pada Operasi Yustisi kali ini PPNS mengungakapkan bahwa “Sebenarnya
sudah cukup memadai, tetapi masih perlu adanya peningkatan, melihat dari situasi.
Terkadang situasi juga berubah-ubah. Dan pemerintah pun juga sudah menyediakan dalam
peningkatan SDM”. Pembagian tugas antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi
yustisi ini ditambahi pernyataan oleh Pak Sulton selaku kasubag penyidikan dan penyelidikan
Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa Kejaksaan menerima uang
pembayaran dan kemudian disetorkan ke kas daerah. Satpol PP selaku wakil dari
pemerintahan kabupaten sidoarjo berfungsi sebagai fasilitator saat persidangan. Jadi ,
kegiatan persidangan tersebut dibiayai oleh negara dimana biaya negara ini
dibebebankan pada pemerintahan kabupaten Sidoarjo. Bupati kemudian mendelegasikan
tugasnya kepada Satpol PP sidoarjo untuk mengadakan persidangan operasi yustisi ini.
Seperti ibaratnya fasilitator yang menyediakan semuanya, menyiapkan semuanya seperti
menyiapkan keperluan yang akan diadakan.
Disposisi (Disposition)
Dalam implementasi Oprasi kebijakan covid-19 ini sikap yang dapat kita lihat dari pelaksana
atau pegawai dalam oprasi yustisi ini adalah cukup tangguh dan komitmen dalam
melakukan tugasnya, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menegakkan
dan meperketat aturan tentang protokol kesehatan. Contoh yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, PPNS dan petugas Satpol pp yang sering melakukan oprasi masker dan
oprasi tentang protokol kesehatan yang ada dimasyarakat. Para pelaksana juga
menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar guna mendisiplinkan masyarakat.
Dalam segi kejujuran dari beberapa bukti yang dilihat pemerintahan masih kurang jujur
dalam menghadapi pandemi covid-19 yang merupakan pandemi yang cukup
mendunia,pemerintah kurang jujur terhadap kemampuan dalam menanganani pandemi
covid-19. Dalam tingkat demoktratis dipandemi ini peran pemerintahan dalam
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melaksanakan tugasnya cukup baik karena mampu menjamin kedaulatan rakyat Indonesia
serta menjamin keselamatan penduduk terhadap covid-19. Peran pelaksana kebijakan
oprasi yustisi juga terus meningkat kemampuaannya dalam mengatur masyarakat dalam
mengatasi pandemi covid-19
Struktural Birokrasi (Structural Bureaucracy)
Birokrasi merupakan instrumen paling menentukan dalam implementasi kebijakan
publik. Aparatur Sipil Neara (ASN) diharapkan mampu menerjemahkan regulasi secara tepat
sesuai subtansi dari amanah peraturan yang berlaku. Menurut Dwiyanto (2006:56) yang
dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh
aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi
aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara.
Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan
pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana
yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur
negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan
diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif,
sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya
masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan
formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan
dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan, (La Ode
Muhammad Elwan, 2019)
Menurut salah satu PPNS ( Bp. Puguh Kariyanto SH) struktur organisasi pelaksanan
Oprasi Yustisi ini dan pembagian kerja sudah cukup jelas dan sesuai SOP. SOP sendiri adalah
Standart Oprasional Prosedu. Karena pada saat ini banyak masyarakat yang mengerti
hukum seperti mahasiswa perguruan tinggi, wartawan dll. Jika masyarakat belum
mengetahui tenang SOP penegak hukum juga menyediakan juga fasilitas didalam website
untuk mengetahui tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan SOP. Jika pun ada hal
yang tidak sesuai dengan SOP penegak hukum akan memperbaikinya. Dalam struktur
organisasi sendiri memiliki pembagian kerja yang jelas yang melibatkan contohnya PPNS,
Polri, Satpol PP dan TNI.
Hambatan Implementasi Kebijakan (Barriers To Policy Implementation)
Hambatan yang ada dalam oprasi Yustisi dimasa pandemic covid yang disampaikan
salah satu PPNS adalah pandemic covid-19 ini sudah kurang lebih berlangsung 1 tahun ini
yang jelas memiliki banyak kendala. Contoh kendala yang dihadapi adalah masyarakat
yang belum taat terhadap aturan tentang protokol kesehatan seperti mengenakan masker,
cuci telapak tangan menggunakan sabun, tidak berada dikerumunan banyak orang dan
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melaukukan social distancing, banyak orang yang belum memahami tentang covid-19 dan
menganggap remeh, masih kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk mematuhi
aturan yang ada seperti memakai masker dan melakukan social distancing dll. Dengan
adanya sikap masyarakata yang tidak menaati aturan kesehatan ini dapat menjadi
hambatan bagi pemerintahan dalam memenuhi kebijakan implementasi yang ada.
Upaya Mengatasi hambatan Implementasi kebijakan (Efforts To Overcome Barriers To Policy
Implementation)
Dalam Oprasi Yustisi ini PPNS mengatakan sekarang ini sudah banyak orang yang
mengerti hukum dan mengikuti aturan tentang protocol kesehatan selama pandemi covid-
19 ini. PPNS juga mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan
ketika pandemi ini adalah diberlakukan oprasi masker dan oprasi protokol kesehatan secara
berkala atau sesering mungkin dan diberikan sanksi jika ada yang melanggar. Hal ini
dilakukan bertujuan agar masyarakat terus mematuhi peraturan yang ada untuk jangka
panjang atau seterusnya. Selain diberlakukan razia berkala juga dilakukan pemberian
informasi tentang penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pandemi covid-19
ini. Manfaat dilakukannya razia masker dan razia protokol kesehatan juga untuk
mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan aturan protokol kesehatan yang
ada. Hal itu dilaksankan supaya bisa membantu menghentikan wabah COVID-19 agar
cepat terselesaikan.
KESIMPULAN
Berdasarkan keempat indikator implementasi kebijakan dan upaya serta hambatan
implementasi kebijakan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
Puguh Kariyanto SH yang merupakan PPNS mengungkapkan pada saat oprasional yustisi
diharapkan petugas dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan baik
secara professional dan menjalankan pelayanan publik untuk memiliki komunikasi yang baik
bagi masyarakat yang bertujuan agar pesan yang yang disampaikan dapat diterima
dimasyarakat.
Hambatan dalam Operasi Yustisi yang disampaikan adalah masyarakat yang belum taat
terhadap aturan dan belum melaksanakan protokol kesehatan bahkan tidak menggunakan
masker di saat aktifitas di luar rumah, juga masih rendahnya pengetahuan tentang COVID-
19 walaupun sudah membaik.
Usaha yang bisa dilaksanakan dalam rangka mengatasi implementasi kebijakan ini adalah
dilakukannya operasi masker dan operasi protokol kesehatan secara berkala atau sesering
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SARAN
Dari penulisan kesimpulan diatas penulis bisa memberikan saran dimana kegiatan sosialisasi
dirasa kurang memuaskan hal ini terbukti karena Terkait kurangnya pemahaman publik
terhadap operasi yustisi di Kabupaten Sidoarjo, sebaiknya perlu dilakukannya sosialisasi
tentang kebijakan operasi yustisi atau kebijakan pendisiplinan terkait penerapan protokol
kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sebaiknya pemerintah
daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan upaya sosialisasi dan diseminasi secara besar-
besaran mengenai implementasi protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan
bahaya COVID-19. Terkait dengan kesiapan serta komitmen aparat pelaksana operasi
yustisi di Kabupaten Sidoarjo untuk tetap menjalankan operasi yustisi protokol kesehatan,
yang mereka lakukan demi kebaikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo itu sendiri, sebaiknya
harus tetap dipertahankan. Karena hal tersebut dapat menjadi nilai plus pada Kabupaten
Sidoarjo itu sendiri, karena akan dapat terus mengurangi atau bahkan menekan lajunya
penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo.
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